
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 36 TAHUN 2424

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 29 TAHUN 2A24 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang i a.

TAHUN ANGGARAN 2A24

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 29 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 35 Tahun 2A24, telah ditetapkan Penjabaran

Perubairat Anggaran Pendapatarr dagr Belanja- Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A24;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf f
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Ta}aun 2A2A tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daeral:., menyatakan bahwa

pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung

dalam laporan realisasi anggaran;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf h
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada

kondisi tertentu, pergeseran enggaran yang menyebabkan

perubalran APBD dapat dilakukan sebelum perubahan

b.

c.



d.
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APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan

prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau

daerah;

bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka t huruf i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahwn 2A2A tentang Pedoman Telaris

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa jika
pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,

pergeseran/perubahan anggaran ditampung datam Perda

perrrbahan APBD. Jika pergeser€rn tersebut dilakukan

setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan

Realisasi Anggaran;

bahwa berdasarkan huruf C arrgka 2 huruf b angka 5)

huruf a) angka (3) huruf (e) Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Pen;rusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa

dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian arlggarafl

pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2024 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana alokasi

umum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau
informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi umum

Tahun Anggaran 2A24 melalui portal Kementerian

Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2A24 ditetapkan, Pemerintah

Daerah harus menyeslraikan alokasi dana alokasi umum
dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan APBD

Talrun Anggaran 2A24 atau ditampung dalam laporan

realisasi €Lnggaran bagr Pemerintatr Daerah yarrg tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2O24;

balrwa berdasarkan huruf C ang!<a 2 huruf b angka S)

huruf a) angka {5} huruf {e} angka iv Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

ZOZS tentang Pedcman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan

e.
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bahwa Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas

alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan

Tamsil Guru ASN Daerah sebagaimana dimaksud butir iii,
dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah

tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2AZ4 dan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan

APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam

laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang

tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2A24

atau yang telah menetapkan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2424;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 4L6 Tahun 2024 tenta:rg Perubahan

Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 Dalam

Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya darr

Gaji Ketiga Belas Bagr Guru Aparatur Sipil Negara di
Daerah serta Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 423 Tahun 2A24 tenta:rg Perubahan

Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana T\rnjangan

Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan

Kepariwisataan Tahun Anggara:r 2A24, perlu dilakukan
perubahan alokasi pendapatan transfer yang bersumber

dari Pemerintah Pusat pada Badan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Utara serta perubahan alokasi

belanja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk
melakukan pergeseran anggaran aurfiat organisasi, antar
prograrn, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar
kelompok belanja, an;rtar jenis belanja, antar obyek belanja,

antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek

belanja, perubahan uraian sub rincian obyek belanja dalam
jenis belanja yang sarna, pada anggaran belanja perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,

Peraturan Gubernur sebagaimana dimal<sud dalam huruf a,

perlu diubah;

h.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Peadapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A24;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun lg45;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2B6l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuanga:r

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aaAO\

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AA4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang eipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahaa Lembaran Negara Republik indonesia Nomor

6856);

3.

4.

5.

6,
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7. Undang-Undang Nomor l" Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan altara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A22

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 67571;

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 586a\

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L38, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 6l

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtk

Indonesia Tahun 20L0 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6].al;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZALT

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 60a1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun ZOLT tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20fi Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2A23

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun zAfi tentang Hak Keuangan dan Administratif
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Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6847]';

13. Peraturarl Pemerintah Nomor 33 Tahun 2O1B tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 662a\

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuanga:r Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Ind.onesia Nomor 63221;

L5, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A23 Nomcr 1OO, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman PenSrusunan AnggaralL Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7991;

17. Peratu.ra-n Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (tembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A22 Nomor 8, Tambatran Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2A24 tentang Per.urbahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 {Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 5);
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 29

TAHUN 2A24 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2A24.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 29 Tahun 2A24 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2A24 {Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A24 Nomor 29l, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 35 Tahun 2O24 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2O24

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A24

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2A24 Nomor

35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2424 semula sebesar Rp. 14.85 A .587 .7 47 .22A ,AA bertambah

sebesar Rp.137.493.920.000,00 sehingga menjadi

Rp. 14.988.08 1 .667 .22A,O0 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

Rp. 14.7 69 .604 .9 57. 852,OO

Rp. 1 37.493.920.0OO,00

semula

bertambah

sehingga

sebesar

sebesar

menjadi

sebesar

Rp. 14.9OT .A98.87 7 .852,AA, yang terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah

Rp.8,9O9.8 14.887.852,O0;

b. pendapata"n transfer sebesar Rp. 5.877 .qT 2.314.0OO,00;

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar

Rp. 1 19.3 1 1.676.000,00.
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Belanja Daerah semula sebesar Rp. 14.85A.587.747.22O,OO

bertambah sebesar Rp.137.493.92O.000,00 sehingga

menj adi Rp. 14. 9 88. 08 I . 66 7 .224,44, $ang terdiri atas :

a. belanja operasi sebesar Rp.9.38 1.658.665 .387,46;

b. belanja modal sebesar Rp.2.4 12.7 7 A.25O.556,54 ;

c. belanja tidak terduga sebesar Rp.55.6O4.A71.276,AA;

d. belanja transfer sebesar Rp.3. i38.048.680.0OO,0O.

Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp.80.98 2.7 89 .358,00

bertambah/berkurang sebesar Rp.0,O0 sehingga menjadi

Rp.80.98 2.7 89 .368,00, ya,n:g terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp.80.982.7 89.368,OO;

b. pengeiuaran pembiayaan sebesar Rp.0,00.

Peraturan Gubernur

diundangkan.

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Proyinsi Sumatera Utara.

PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 1969442L 199003 2 003

Ditetapkan di IVIedan

pada tanggal 16 Desember 2A24

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di IVIedan

pada tanggal 16 Desember 2A24

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinarl Sesuai denga.rr Aslinya
PIt. KEPALA BIRO HUKUM,


